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P U T U S A N 
Nomor 1556 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa  perkara  perdata  pada  tingkat  kasasi  telah  memutus  sebagai

berikut dalam perkara antara:

ANDRIAN PRASETYO, bertempat tinggal di Gang Plamboyan

24, Babadan Baru, Kentungan, RT 09, RW 51, Condongcatur,

Depok, Sleman,  dalam hal ini  memberi  kuasa kepada  Ir.  E.

Kuswandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada

S & P Law Firm, beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav.

2 H,  Jalan  Cempaka Baru,  Gempol,  Condongcatur,  Depok,

Sleman,  Yogyakarta,  berdasarkan  Surat Kuasa  Khusus

tanggal 26 November 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT.  BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAGUNG BAKTI,

berkedudukan  di  Jalan  Kaliurang  Kilometer 5.8, Pandega

Satya 26 A, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  surat-surat  yang bersangkutan yang  merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan

megadili perkara ini;

3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh
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Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk  taat  dan  tunduk  terhadap  putusan  dalam

perkara ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun

verzet dari Tergugat;

8. Menghukum  Tergugat untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Subsidair: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

gugatan  balik  (rekonvensi)  yang  dalam  gugatannya  memohon  kepada

Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan  gugatan  rekonpensi  dari  Penggugat  Rekonvensi  untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan  bahwa Tergugat  Rekonvensi  telah  melakukan  perbuatan

yang melawan hukum;

3. Menghukum  kepada  Tergugat  Rekonvensi  atau  kepada  siapapun  juga

yang  turut  menguasai,  untuk  menyerahkan  secara  kosong,  bebas  dari

segala beban dan jaminan serta tanpa syarat atas sebidang tanah beserta

bangunannya berdasarkan bukti  kepemilikan berupa Sertifikat  Hak Milik

Nomor  859/Desa  Condongcatur  yang  diuraikan  dalam  gambar  situasi

tanggal 25/05/1988, Nomor 2218 seluas 650 m² (enam ratus lima puluh

meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

tertanggal  3  Juni  1988  tercatat  atas  nama  Andrian  Prasetya  Sarjana

Ekonomi  yang  terletak  di  Desa  Condongcatur,  Kecamatan  Depok,

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dapat menjual tanah jaminan kepada

siapapun juga dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang pokok, bunga

dan denda atas utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat  Konvensi/Tergugat Rekonvensi  untuk membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri  Sleman  telah

memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 1 Agustus 2018
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dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak  gugatan  Penggugat  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  untuk

seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak  gugatan  Pengugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi  untuk

seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat  Konvensi/Tergugat Rekonvensi  untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah);

Menimbang,  bahwa  dalam  tingkat  banding  putusan  Pengadilan

Negeri tersebut telah dikuatkan  oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta  dengan

Putusan Nomor 113/PDT/2018/PT YYK tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  terakhir  ini  diberitahukan

kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2018 kemudian

terhadapnya  oleh  Penggugat/Pembanding dengan  perantaraan  kuasanya,

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  26  November 2018  diajukan

permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018, sebagaimana ternyata

dari  Akta  Pernyataan  Permohonan  Kasasi  Nomor  84/Pdt.G/2018/PN Smn

juncto Nomor  113/PDT/2018/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri  Sleman,  permohonan  tersebut  diikuti  dengan  memori  kasasi  yang

memuat  alasan-alasan  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

tersebut pada tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasasi  a  quo beserta  alasan-

alasannya  telah  diberitahukan  kepada  pihak  lawan  dengan  saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  yang ditentukan dalam

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  memori  kasasi  yang  diterima

tanggal  5  Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara perdata
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Nomor 113/PDT/2018/PT.YYK  juncto Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Smn;

3. Mengadili  sendiri  perkara  Nomor  113/PDT/2018/PT.YYK  juncto Nomor

84/Pdt.G/2018/PN.Smn yang dimintakan kasasi tersebut;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsidair: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  terhadap  memori  kasasi  tersebut,  Termohon  Kasasi  tidak

mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa  alasan-alasan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  tidak  dapat

dibenar oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa  Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  adanya  perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh  Tergugat  kepada Penggugat  dalam

kaitkannya dengan Perjanjian  Kredit  Nomor  83 tanggal  27  Februari  2017

antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa  tindakan  Tergugat  selaku  kreditur  yang  memberikan  surat

peringatan  kepada  Penggugat  sebagai  debitur  yang  tidak  memenuhi

kewajibannya  dalam  pembayaran  hutang  bukan  merupakan  perbuatan

melawan hukum;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  ternyata

bahwa putusan  Judex Facti dalam perkara ini  tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi ANDRIAN PRASETYO tersebut harus ditolak;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  permohonan kasasi  dari  Pemohon

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang

Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:
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1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi ANDRIAN

PRASETYO tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi  untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari  Selasa tanggal  6  Agustus  2019 oleh  Sudrajad  Dimyati,  S.H.,  M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi

Teguh,  S.H.,  M.H.,  Hakim-hakim Agung  sebagai  Anggota  dan  diucapkan

dalam sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:                                                 Ketua Majelis,

               

              Ttd./                                                                       Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.       Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

              Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
                                                                                   

                                                                                  Panitera Pengganti,
                                                                                            

                                                                    Ttd./                                           

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M  e  t  e  r  a  i…………….. Rp    6.000,00
2. R  e d  a  k  s  i…………….. Rp  10.000,00
3. Administrasi Kasasi……….. Rp48  4  .000,00  
             Jumlah  ……………… Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
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a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM  , S  .  H., M  .  H  .,  
NIP 19621029 198612 1 001
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